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ABSTRAK 
Abstrak: Desa Babakankaret merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki 

potensi sumber daya alam yang cukup besar. Permasalahan yang dialami mitra adalah minimnya 

modal warga tidak produktif untuk dapat mengelola lingkungan desa yang memiliki sumber daya 

alam,Tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada Masyarakat ini agar dapat meningkatkan 

pemahaman legalitas dalam berkontrak bagi kelompok tani dan pemberdayaan lingkungan di Desa 

Babakankaret.. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Community 

Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat 

dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, lalu diturunkan dalam tiga tahapan yaitu tahap 

survey, tahap pelaksanaan penanaman bibit dan diakhiri dengan tahapan sosialisasi perjanjian 

bagi hasil. Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberdayaan 

lingkungan pada Desa Babakankaret dengan ditanamnya 3000 bibit hibah dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 lokasi Desa. Pemberdayaan hukum yang 

terlaksana adalah 90% dari 40 warga Desa Babakankaret dari beberapa elemen masyarakat telah 

memahami pentingnya hukum dan tersosialisasinya perjanjian bagi hasil yang akan digunakan 

warga desa apabila akan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang ingin dikelola oleh 

kelompok tani yang ada di Desa Babakankaret. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil; Lingkungan; Sustainable Development Goals. 

  
Abstract: Babakankaret Village is one of the villages in Cianjur Regency which has quite large 
natural resource potential. The problem experienced by partners is the lack of capital for 
unproductive residents to be able to manage the village environment which has natural resources, 
this is also reinforced by the low knowledge of legal partners to enter into production sharing 
agreements with landowners so they can manage productively. The method of implementing 
community service uses Community Based Participatory Research (CBPR), which is a method that 
prioritizes community participation in each stage of research and community service, then is passed 
down in three stages, namely the survey stage, the seed liberation stage and ends with the 
agreement socialization stage for results for the population village. The result of the implementation 
of community service is environmental empowerment in Babakankaret Village by planting 3,000 
grant seeds from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 5 village locations. The legal 
empowerment that was carried out was that 90% of the 40 residents of Babakankaret Village from 
several elements of society had understood the importance of law and the socialization of Income 
share agreements that would be used by villagers when they were to have relations with landowners 
who wanted to be managed by farmer groups in Babakankaret Village. 
 
Keywords: Income Share Agreement; Environement; Sustainable Development Goals. 
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A. PENDAHULUAN 

Kecamatan Cianjur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa barat. Kecamatan Cianjur terdiri 

atas 5 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Muka, Solokpandan, 

Sawahgede, Sayang, Bojongherang, Pamoyanan, Desa Babakankaret, 

Sukamaju, Nagrak, Mekarsari, Limbangan Sari (Hamdana et al., 2020, p. 

748). Desa Babakankaret menjadi tujuan utama kegiatan ini, Desa 

Babakankaret merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang 

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya 

alam tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa. Namun, dalam proses pemanfaatannya seringkali tidak 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan kondisi lingkungan yang baik. 

Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh 

sebab itu, masyarakat berkewajiban untuk memanfaatkan segala potensi 

sumber daya alam sekaligus berkewajiban menjaga dan memeliharanya. 

Pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam adalah 

untuk kesejahteraan bersama (sosial) (Syarif, 2022). 

Upaya pemberdayaan hukum diperlukan untuk meningkatkan fungsi 

hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam di Desa Babakankaret. 

Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai pengarah tingkah laku 

menuju masyarakat yang lebih baik/ diharapkan dan syarat pokok 

(fundamental) bagi masyarakat manusia yang teratur (Mukhtar & Lailam, 

2022, p. 193). Desa bukan hanya merupakan wilayah yang dihuni 

masyarakat, bukan wilayah dan unit administrasi pemerintahan yang 

mudah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Desa juga bukan hanya sebuah 

kelompok lokal, maupun bukan sebuah lahan kosong yang siap menerima 

bermacam intervensi pembangunan, atau bukan pula sebagai pasar outlet 

proyek pembangunan. Desa merupakan identitas, lembaga, dan entitas lokal 

seperti "negara kecil" yang memiliki wilayah, kekuasaan, sumber daya, 

pranata lokal, dan masyarakat (Aji et al., 2022) Berdasarkan hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa kesejahteraan desa dapat dicapai dengan 

memanfaatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial. 

Permasalahan hukum yang terjadi di Desa Babakankaret adalah 

kecenderungan apatisme dan ketidakpahaman hukum masyarakat desa dan 

lemahnya literasi yang ada di wilayah tersebut. Tingkat literasi masyarakat 

berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. 

Sejarah bangsa Indonesai mencatat bahwa para pendiri bangsa yang 

mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat 

adalah orang-orang dengan budaya literasi yang baik (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). pengabdian kepada masyarakat, turut 

bertanggung jawab dalam mewujudkan gerakan literasi masyarakat 

merupakan Gerakan berupa kegiatan kegiatan literasi yang dilakukan 
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untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan 

sepanjang hayat bagi masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan 

membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdeyut 

dan berkelanjutan (Hamzani et al., 2018). 

Sedangkan pemberdayaan lingkungan diperlukan untuk menjamin 

kondisi lingkungan yang baik dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. 

Sementara itu, lingkungan adalah tempat/ ruang atau daerah kita tinggal, 

baik dalam pengertian lingkungan fisik, biologis, maupun sosial (Effendi et 

al., 2018). Permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Babakankaret 

adalah minimnya pengetahuan dengan pemanfaatan lingkungan 

berkelanjutan serta kolaborasi antara Pemerintah Desa, Karang Taruna dan 

warga desa babakankaret. Masyarakat sendiri sering terjadi tindak 

kekerasan mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks nilai sosiokultural juga 

terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung semakin pragmatis 

dan berorientasi budaya uang serta terperangkap gaya hidup konsumtif yang 

ditawarkan kekuatan global (Sahban, 2018). Permasalahan tersebut dapat 

terselesaikan dengan kolaborasi yang baik, antara pemerintah desa, 

masyarakat dan didukung dengan pendampingan hukum, pendampingan 

mitra untuk menghasilkan percepatan roda perekonomian Desa 

Babakankaret. Korelasi Pengabdian kepada Masyarakat tentang 

Pemberdayaan Hukum Dan Lingkungan Pada Desa Babakankaret Dalam 

Mendukung Sustainable Development Goals dapat dikaitkan dengan 

beberapa Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya: 

1. SDG 10: Menghapuskan Kemiskinan, yang mengacu pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan 

sumber daya alam yang sesuai dengan aturan hukum dan kondisi 

lingkungan yang baik. Pemberdayaan hukum dan lingkungan akan 

membantu masyarakat desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. 

2. SDG 13: Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan, yang mengacu 

pada pemberdayaan lingkungan yang diperlukan untuk menjamin 

kondisi lingkungan yang baik dalam proses pemanfaatan sumber daya 

alam. Pemberdayaan lingkungan akan membantu masyarakat desa 

dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga 

dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak 

negatif dari pemanfaatan sumber daya alam. 

3. SDG 17: Kerja sama dan Inklusi, yang mengacu pada kerjasama yang 

diperlukan antara pemerintah desa, pemerintah pusat, dan 

masyarakat desa dalam pemberdayaan hukum dan lingkungan. 

Kerjasama ini akan membantu dalam meningkatkan koordinasi dan 

sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan hukum dan 

lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
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pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat 

meningkatkan inklusivitas dan mengurangi ketimpangan dalam 

pemanfaatan sumber daya alam. 

4. SDG 1: Kemiskinan Eradication, yang mengacu pada pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam 

yang sesuai dengan aturan hukum dan kondisi lingkungan yang baik. 

Pemberdayaan hukum dan lingkungan akan membantu masyarakat 

desa. Tim pengabdi memiliki gagasan untuk pembangunan hukum 

keberlanjutan desa, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat 

desa tentang hukum (Tarina et al., 2021). 

 

B. METODE PELAKSANAAN 

Setelah dilaksanakannya perencanaan yang mendalam, maka tim 

pengabdi melaksanakan Inventarisasi (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022). 

Tim peneliti menentukan bahwa metode yang tepat untuk pengabdian 

adalah Community Based Participatory Research (selanjutnya disebut CBPR) 

yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap 

tahap penelitian dan pengabdian (Israel et al., 2005). Dalam metode ini, 

masyarakat akan diajak untuk berperan aktif dalam menentukan masalah 

yang akan diteliti, mengembangkan rencana penelitian, melakukan 

penelitian, menganalisis data, dan mengambil tindakan (Shalowitz et al., 

2009) CBPR merupakan metode yang cocok digunakan dalam pengabdian 

yang berkaitan dengan pemberdayaan hukum dan lingkungan karena 

metode ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan 

kualitas hasil pengabdian (Ward et al., 2018) Sehingga memudahkan desa 

mitra untuk menerima materi maupun bantuan fisik hasil dari Kerjasama 

tim pengabdi dengan beberapa stakeholder terkait (Dirkareshza, Agustanti, 

et al., 2022). Terdapat beberapa metode tahapan yang telah dilaksanakan 

selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain: 

1. Tahap Survey (Bulan Juni): 

a. Melakukan survey awal untuk mengidentifikasi permasalahan 

lingkungan, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat 

di Desa Babakankaret. 

b. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui observasi 

lapangan, wawancara dengan masyarakat, dan studi pustaka. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penanaman (Bulan Juli): 

a. Menyusun rencana penanaman berdasarkan hasil survey dan 

analisis data. 

b. Menyiapkan lokasi penanaman, termasuk persiapan lahan, 

perizinan, dan sumber daya yang diperlukan. 
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c. Mengkoordinasikan dengan pemerintah desa, kelompok tani, dan 

masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanaman dengan 

tepat waktu dan efektif. 

3. Tahap Sosialisasi Perjanjian Bagi Hasil (Bulan Juli): 

a. Menyusun materi dan strategi sosialisasi perjanjian bagi hasil 

kepada pemilik tanah dan kelompok tani. 

b. Mengadakan pertemuan atau forum diskusi dengan pemilik tanah 

dan kelompok tani untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan 

mekanisme perjanjian bagi hasil. 

c. Membahas dan mendiskusikan rincian perjanjian, termasuk 

pembagian hasil, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban setiap 

pihak yang terlibat. 

 

4. Tahap Evaluasi 

a. Memberikan google form pertanyaan untuk mendapatkan hasil 

peningkatan pengetahuan hukum yang terukur. 

b. Melaksanakan monitoring lapangan secara berkala ke lokasi untuk 

memastikan bibit hibah dimanfaatkan dengan baik. 

c. Melakukan konsultasi secara daring setiap pelaksanaan 

penandatanganan perjanjian bagi hasil dengan draft yang telah 

diberikan kepada kelompok tani. 

 

Setiap tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dan melibatkan kolaborasi antara tim pengabdian kepada 

masyarakat, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat setempat. 

Dengan mengikuti tahapan tersebut, diharapkan pengabdian kepada 

masyarakat di Desa Babakankaret dapat dilaksanakan dengan baik dan 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pemberdayaan Lingkungan dalam mendukung Sustainable 

Development Goals 

Dalam upaya pemberdayaan lingkungan Desa Babakankaret, tim 

pengabdian bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan bibit dan 

pendampingan penanaman secara efektif. Melalui kerjasama ini, program 

pemberdayaan lingkungan di desa dapat dilakukan dengan lebih terarah dan 

berkelanjutan. Sebanyak 3000 bibit tanaman buah dan kayu kayuan 

diberikan oleh Kementerian kepada Desa Babakankaret. Bibit-bibit tersebut 

telah dipilih dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan lingkungan 

dan potensi pemanfaatan yang optimal oleh kelompok tani di desa. 

Diharapkan bahwa dengan bantuan bibit ini, masyarakat desa dapat 
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meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan 

memperoleh manfaat ekonomi dari hasil panen yang berkelanjutan, seperti 

terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kegiatan Utama Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cianjur 

Sumber: (BPS Kabupaten Cianjur, 2022) 

 

Berdasarkan Gambar 1 yang menunjukkan data kegiatan utama 

masyarakat di wilayah kabupaten Cianjur, dapat dilihat bahwa masih 

terdapat 109.562 (Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Pulu Dua) orang 

yang dalam posisi pengangguran terbuka. Jika Angkatan kerja 

dibandingkan dengan pengangguran terbuka masih terdapat 17% GAB Ratio 

warga Kabupaten Cianjur yang menjadi pengangguran terbuka. Hal ini 

menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk dapat diselesaikan bagi 

pemerintah kabupaten, masyarakat dan akademisi. Berdasarkan data 

tersebut pengabdi mengambil keputusan untuk memilih Desa Babakankaret 

yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur untuk dapat menjadi mitra 

sasaran. Ada beberapa solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa 

Babakankaret antara lain mengupayakan pemberdayaan hukum dan upaya 

pemberdayaan lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur. 

Sumber: (BPS Kabupaten Cianjur, 2022) diolah oleh penulis 
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Dalam Gambar 2 diperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kemiskinan 

penduduk di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi 

hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, 

pemerintah pusat, dan masyarakat desa. Kerjasama antara pemerintah desa 

dan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan hukum 

dan lingkungan. Sedangkan kerjasama antara pemerintah desa dan 

masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan 

pemberdayaan hukum dan lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pelaksanaan Penanaman Bibit Hibah dari  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

Program pemberdayaan lingkungan di Desa Babakankaret dilakukan 

melalui penanaman di 5 lokasi yang telah ditentukan. Lokasi-lokasi ini 

dipilih berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, ketersediaan lahan, 

serta potensi pemanfaatan hasil dari penanaman. Salah satu dari 5 lokasi 

penanaman ini akan menjadi percontohan pelaksanaan Perjanjian Bagi 

Hasil. Melalui perjanjian ini, desa dapat bekerjasama dengan kelompok tani 

atau investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari penanaman 

tersebut. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan kerjasama yang 

saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait. 

Selain itu, tiga dari 5 lokasi penanaman adalah tanah desa yang 

diberdayakan. Desa Babakankaret secara langsung terlibat dalam proses 

penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil dari tanaman yang 

ditanam di tanah desa ini. Melalui keterlibatan aktif ini, desa tidak hanya 

dapat memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan di sekitar 

mereka. 

Lokasi pertama dengan tanah seluas 4000 M2 yang ditanami dengan 80 

batang pohon durian dan 50 batang pohon balsa. Lokasi penanaman kedua 

dilakukan di tanah seluas 30.000 M2 yang ditanami oleh 450 batang pohon 

alpukat, 450 batang pohon jambu biji merah, 250 batang pohon sengon, dan 

250 batang pohon balsa. Lokasi penanaman ketiga dilakukan pada tanah 
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seluas 10.000 M2 yang ditanami oleh 300 batang pohon balsa dan 300 batang 

pohon sengon. Lokasi selanjutnya merupakan tanah seluas 20.000 M2 

dengan jenis tanaman yang ditanam diantaranya adalah 150 batang pohon 

petai, 150 batang pohon jengkol, 150 batang pohon durian, 150 batang pohon 

alpukat, dan 100 batang pohon sengon. 

Selain penanaman di tanah desa, program pemberdayaan lingkungan 

juga melibatkan penanaman di pekarangan warga. Program ini mengajak 

masyarakat untuk melakukan penanaman di halaman rumah mereka 

dengan bantuan bibit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Dengan penanaman di pekarangan, program ini tidak hanya memberikan 

manfaat lingkungan, seperti peningkatan kualitas udara dan 

keanekaragaman hayati, tetapi juga menciptakan keindahan dan estetika di 

lingkungan sekitar warga. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah 

pohon rambutan dan pohon mangga. 

Melalui implementasi program pemberdayaan lingkungan ini, 

diharapkan Desa Babakankaret dapat berperan aktif dalam mendukung 

Sustainable Development Goals (SDGs) terkait lingkungan. Hal ini 

mencakup upaya untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam, 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan kolaborasi antara tim pengabdian, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta partisipasi aktif masyarakat, 

diharapkan desa dapat mengembangkan model pemberdayaan lingkungan 

yang berkelanjutan dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain 

dalam mendukung pencapaian SDGs. 

 

2. Pemberdayaan Hukum dalam peningkatan perekonomian 

Persamaan Penerapan pemberdayaan hukum melalui perjanjian bagi 

hasil menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi 

sumber daya alam di desa. Melalui perjanjian ini, tercipta kerjasama yang 

adil dan berkelanjutan antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah 

desa untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di Desa 

Babakankaret. Pemberdayaan hukum memiliki peran penting dalam 

meningkatkan perekonomian di Desa Babakankaret. Dalam hal ini, satu 

wujud pemberdayaan hukum yang diterapkan adalah melalui perjanjian 

bagi hasil antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa. 

Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan antara semua pihak terkait, seperti 

terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Persentase Pembagian Jenis Masyarakat Desa 

Babakankaret yang mengikuti kegiatan Penyuluhan 

 

Dalam Gambar 4 memperlihatkan persentase klasifikasi jenis 

masyarakat Desa Babakankaret yang mengikuti kegiatan penyuluhan. 

Pertama Kelompok tani sebanyak 50% dari seluruh total peserta yang 

berjumlah 40 orang, 20 orang diantaranya adalah dari kelompok tani. Kedua 

Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa sebanyak 25% yaitu masing masing 

10 orang dari jenis yang ada. Hal ini bertujuan menimbulkan efek teori 

komunikasi bahwa masing masing keterwakilan dapat memberikan 

informasi tambahan kepada 10 orang lainnya untuk efektifitas penyuluhan 

yang ada di Desa Babakankaret, seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Persentase Peningkatan Pengetahuan Hukum Peserta 
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pemberdayaan hukum yang diterapkan. Melalui perjanjian ini, tercipta 

kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara semua pihak terkait. Pemilik 

tanah akan memperoleh 60% dari hasil panen, kelompok tani mendapatkan 

30%, dan pemerintah desa menerima 10%. Biaya operasional yang 

diperlukan akan ditanggung oleh pemilik tanahPenerapan perjanjian bagi 

hasil ini memberikan kepastian hukum dan memberdayakan pemilik tanah 

untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara 

berkelanjutan. Diharapkan perjanjian ini juga dapat menjadi contoh bagi 

kelompok tani lainnya di Desa Babakankaret untuk menyusun perjanjian 

serupa dengan pemilik tanah lainnya. Tidak hanya memberikan kepastian 
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dan kesejahteraan bagi pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa, 

perjanjian bagi hasil ini juga menciptakan hubungan yang harmonis antara 

pemilik tanah dan kelompok tani. Dalam suasana kerja yang baik, saling 

menghormati, dan saling mendukung, produktivitas dan kualitas hasil 

panen dapat ditingkatkan secara keseluruhan. 

Dalam jangka panjang, penerapan perjanjian bagi hasil ini berdampak 

positif pada perekonomian Desa Babakankaret. Pendapatan yang stabil dan 

adil bagi pemilik tanah dan kelompok tani mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. 

Keberhasilan penerapan perjanjian bagi hasil ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan 

keadilan dan meningkatkan perekonomian. Model perjanjian ini juga dapat 

menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam upaya pemberdayaan hukum 

dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, 

pemberdayaan hukum dalam perekonomian Desa Babakankaret 

memberikan manfaat nyata bagi semua pihak terkait dan mendorong 

pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. 

Keberhasilan implementasi perjanjian bagi hasil di Desa Babakankaret 

juga memberikan pelajaran berharga bagi desa-desa lain dalam hal 

pemberdayaan hukum dan peningkatan perekonomian. Praktik ini dapat 

menjadi model inspiratif yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan 

kondisi dan potensi lokal di berbagai daerah. Dengan demikian, 

pemberdayaan hukum dalam peningkatan perekonomian Desa 

Babakankaret melalui perjanjian bagi hasil merupakan langkah yang sangat 

penting. Perjanjian ini menciptakan kerjasama yang adil dan berkelanjutan 

antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa, serta 

memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat ekonomi yang signifikan bagi 

semua pihak terkait. Melalui praktik ini, diharapkan perekonomian Desa 

Babakankaret dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat, dan menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa 

lainnya dalam menerapkan pemberdayaan hukum dalam rangka 

meningkatkan perekonomian lokal. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan pengabdian yang bertema “Pemberdayaan Hukum Dan 

Lingkungan Pada Desa Babakankaret Dalam Mendukung Sustainable 

Development Goals” di Desa Babakankarent, Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat berjalan dengan sangat baik dan lancar. Indikasi suksesnya 

pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat dari antusias dan ketersediaan dari 

kelompok tani dan masyarakat sekitar. Peraturan Perjanjian bagi Hasil yang 

telah disusun oleh Tim Pengabdi tersebut telah diterima oleh Kepala Desa 

Babakankaret dan kelompok tani yang diharapkan dapat disahkan untuk 

menjadi sebuah payung hukum sebagai upaya menyelesaikan problematika 
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perjanjian bagi hasil antara kelompok tani dan pemilik tanah. Serta 

peningkatan pengetahuan hukum Masyarakat desa, Kelompok tani dan 

Pemerintah Desa mencapai 90% yang diukur melalui google form untuk 

mewadahi pelaksanaan survey. 

Pada hasil observasi selama kegiatan berlangsung, menunjukkan bahwa 

begitu pentingnya pemberdayaan alam  oleh masyarakat sekitar untuk 

meningkatkan perekonomian Desa. Hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan adanya teknologi yang mumpuni. Kegiatan pengabdian ini 

diharapkan dapat dan menjadi program berkesinambungan agar 

masyarakat dapat memahami pentingnya pemberdayaan sumber daya alam 

dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dengan adanya perjanjian 

bagi hasil.  Dengan adanya payung hukum, maka masyarakat dapat dengan 

mudah dan terbantu, dan yang terpenting yaitu kegiatan ini sebagai sebuah 

evaluasi secara berkala karena hukum haruslah bersifat berkembang sesuai 

dengan zaman dan budaya masyarakatnya sendiri. 
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